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ABSTRAK 

 Pinjam-meminjam biasanya akan terdapat jaminan seperti halnya jaminan 

hak atas tanah, UU No. 04 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut 

UUHT,merupakan sebuah bentuk aturan khusus untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap kreditur pemegang jaminan hak atas tanah. Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (KPKNL) merupakan unit kerja vertikal 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang 

berada  dibawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yaitu sebagai lembaga negara yang melaksanakan parate eksekusi 

berdasarkan Pasal 6 UUHT, dimana tujuan dari Pasal 6 tersebut untuk melindungi 

dan mempermudah kreditur dalam menghadapi kredit macet, yaitu proses yang 

efektif dan efisien, tetapi dalam melaksanakan amanat Pasal 6 UUHT tersebut, 

tidak seperti apa yang diharapkan oleh kreditur, masih sering terdapat kendala 

yaitu adanya gugatan dari pihak ketiga, seperti kasus Ibu Sri Ekowati selaku 

penggugat, dimana penggugat mengajukan gugatan atas kepemilikan Obyek yang 

diagunkan oleh debitur  sehubungan dengan adanya risalah lelang No. 30/2012, 

sehingga pihak kreditur yaitu PT. BPRS Dana Hidayatullah tidak dapat serta 

merta melakukan eksekusi, seperti apa yang diamanatkan Pasal 6 UUHT. 

 Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, dimana penulis 

mendiskripsikan pelaksanaan parate eksekusi terhadap adanya pihak ketiga dan 

hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi di KPKNL 

Yogyakarta, dengan menggunakan jenis penelitian field research, dimana penulis 

turun langsung ke KPKNL Yogyakarta untuk mencari kasus-kasus yang 

bersangkutan, dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penulis 

menganalisa dan mempelajari pelaksanaan parate eksekusi tersebut dan dengan 

data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan telaah pustaka maka 

penulis akan menyimpulkan bagaimana penyelesaian masalah pelaksanaan parate 

eksekusi atas adanya pihak ketiga. 

  Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penyelesaian masalah 

pelaksanaan parate eksekusi atas adanya pihak ketiga di KPKNL Yogyakarta 

dapat ditempuh dengan dua strategi: 1) Melalui Jalur Non Litigasi yaitu melalui 

perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan cara 

Reschedulling/penjadwalan kembali, Reconditioning/usaha dengan cara 

mengubah sebagian/seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati 

bersama, dan Recstructing/mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari 

pemberian kredit. 2) Melalui Jalur Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri dimana penyeleseiannya melalui jalur persidangan seperti 

pelelangan Risalah Nomor 30/2012 tidak dapat melakukan lelang dengan jalur 

parate eksekusi karena adanya gangguan dari pihak ketiga, maka pelelangan 

tersebut berdasarkan titel eksekutorial dimana memerlukan fiat eksekusi dari 

pengadilan. 
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MOTTO 

 

 

Do not wait until tomorrow  

What you can do today 

“Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini” 

 

 

Semakin tinggi cita-citamu 

Semakin sedikit waktu santaimu 1 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Seminar Property Plus Indonesia oleh Bambang Ifnuruddin Hidayat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari manusia lain sebagai 

makhluk sosial dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebuah dimensi 

lain dari diri manusia yang paling sublim serta memiliki kecenderungan yang paling 

kompleks bahkan aktivitasnya pun, manusia bisa memilih sesuai dengan apa yanng 

dibutuhkannya terkhususnya manusia sebagai makhluk sosial. 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Dalam meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan 

tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan dari 

perbankkan. 

Perkreditan merupakan proses kegiatan perbankkan dalam menyalurkan dana 

yang dihimpun dari masyarakat, yang disalurkan kembali kepada masyrakat 

khususnya pengusaha, dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan kredit. 

Penyaluran dana dalam bentuk kredit tidak lain agar perbankkan dapat memperoleh 

keuntungan seoptimal mungkin. Keuntungan utama dari kegiatan perbankkan berasal 

dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga 

pinjaman kredit yang disalurkan, namun tujuan utama dari perbankkan Indonesia 
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bukan pada bisnis ekonominya, melainkan sebagai pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional kearah kesejahteraan rakyat
1
. Mengingat pentingnya kedudukan 

dana perkreditan dalam proses perekonomian, sudah semestinya jika pemberi dan 

penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu 

lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua 

pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi 

kreditur pada masa yang akan datang.  

Adanya perjanjian pinjam meminjam uang, maka mutlak diperlukan solusi 

hukum bagi adanya lembaga jaminan agar memberikan kepastian bagi pengembalian 

pinjaman tersebut. Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat 

memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi penyedia dana/kredit (kreditur) 

dan penerima pinjaman atau debitur.
2
  

Terhadap kredit macet, pihak bank sebenarnya tidak begitu mempersoalkan 

khususnya terhadap kredit yang memiliki jaminan apalagi jaminannya merupakan 

jaminan yang bersifat kebendaan terutama hak tanggungan karena salah satu ciri dari 

hak tanggungan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.  

Proses penanganan kredit yang bermasalah pihak bank tentunya tidak selalu 

serta merta melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tetapi biasanya juga 

                                                           
1
 Hermansyah, Hukum Perbankkan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2005),  hlm. 20 
2
 Sony Harsono, Sambutan Menteri Agraria/ Kepala BPN Pada Seminar Hak Tanggungan 

atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 

1996, hlm.33 
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melewati tahapan penyelesaian non litigasi terlebih dahulu. Penyelesaian non litigasi 

tersebut seperti mediasi dengan debitur atau pihak keluarga dan juga restrukturisasi 

misalnya penambahan jangka waktu, pemberian grace period atau penghapusan 

bunga dan denda. Apabila proses penanganan secara non litigasi tidak dapat 

menyelesaikan masalah maka penanganan kredit bermasalah ditempuh melalui jalur 

litigasi seperti eksekusi jaminan kebendaan.  

Jaminan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi jaminan perorangan dan 

jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kreditur suatu 

kedudukan yang lebih baik karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat 

ditagih. Sedangkan jaminan kebendaan
3
 adalah hak yang memberikan kreditur 

kedudukan yang lebih baik karena kreditur dapat mengambil pelunasan atas 

tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu yang dijadikan obyek jaminan. 

Parate eksekusi menjadi salah satu andalan dari pihak bank atau kreditur, 

parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi 

haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan 

untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.
4
 Perbuatan ini memang memiliki 

dasar hukum yang sangat jelas yaitu pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT. 

Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

(selanjutnya disingkat dengan UUHT) mengamanatkan agar  hak tanggungan yang 

                                                           
3
 H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2004), 

hlm. 8 
4 M. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, (Surabaya:Dharma Muda, 1996),  hlm. 

54.   
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merupakan konversi dari hipotek untuk dilakukannya parate eksekusi, inti dari UUHT 

adalah parate eksekusi yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut
5
:  

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut”.   

 

Sedangkan pengertian parate eksekusi menurut Pitlo, parate eksekusi adalah 

sebuah penjualan yang berada diluar wilayah hukum acara dan tidak perlu ada 

penyitaan. Tidak melibatkan juru sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang 

menjual barangnya sendiri didepan umum. Senada dengan pendapat Subekti, parate 

eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi 

haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan 

untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.
6
 Intinya adalah parate eksekusi 

memberikan rasa aman kepada kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (selanjutnya 

disingkat dengan KPKNL) merupakan Unit Kerja vertikal Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang berada  dibawah Kantor 

Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebagai 

lembaga negara yang melaksanakan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, 

dimana tujuan dari Pasal 6 tersebut untuk memlindungi dan mempermudah kreditur 

dalam menghadapi kredit macet, yaitu proses yang efektif dan efisien, tetapi dalam 

                                                           
 

5
 Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  

 
6
 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, 

(Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013),  hlm. 195. 
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melaksanakan amanat Pasal 6 UUHT tersebut, tidak seperti apa yang diharapkan oleh 

kreditur, masih sering terdapat kendala yaitu adanya gugatan dari pihak ketiga. 

Salah satu contohnya adalah Ny. Sri Ekowati sebagai penggugat Melawan PT. 

BPR Hidayatullah (kreditur), Muhammad Nur faiq (debitur), KPKNL (pelaksana 

lelang), dan Taufan Ixhsanun (pemenang lelang) atas perkara No. 

109/Pdt.G/2012/PN.YK. dimana penggugat mengajukan gugatan atas kepemilikan 

Obyek yang diagunkan oleh debitur  sehubungan dengan adanya risalah lelang No. 

30/2012, sehingga pihak kreditur yaitu PT. BPRS Dana Hidayatullah tidak dapat serta 

merta melakukan eksekusi, seperti apa yang diamanatkan Pasal 6 UUHT. 

Maka dari permasalahan diatas dapat terlihat adanya pihak ketiga dalam 

pelaksanaan parate eksekusi, melihat fenomena itu maka penulis merasa tertarik 

untuk membahas dan mengkaji dengan wujud skripsi saya yang bertemakan 

“PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ATAS 

ADANYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PELAYANAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA (Risalah 

Lelang Nomor 30/2012)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana penyelesaian masalah pelaksanaan parate eksekusi  atas 

adanya perlawanan pihak ketiga dalam Risalah Lelang Nomor 

30/2012? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan parate eksekusi 

obyek hak tanggungan atas adanya perlawanan pihak ketiga di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta setelah 

berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan  dapat menambah pengetahuan 

mengenai pelaksanaan parate eksekusi obyek hak tanggungan terhadap 

adanya perlawanan pihak ketiga di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, serta pengetahuan 

mengenai serba serbi lembaga KPKNL itu sendiri yang mungkin 

berguna sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

penyedia dana/kreditur yang akan memberikan pinjaman kepada 

debitur, tentunya eksekusi mana yang paling mudah prosedurnya untuk 

mempercepat pelunasan piutangnya manakala debitur wanprestasi. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti 

yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan.
7
 Adapun beberapa  literatur  mengenai 

pelaksanaan parate executie sebagai berikut : 

 M. Nur Cholis Moslim dengan judul “Analisis Parate Eksekusi Obyek Hak 

Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) 

Yogyakarta”.
8
 Tesis ini berfokus pada pelaksanaan parate executie yang ada di 

KPKNL Yogyakarta, dalam tesis ini dibahas tentang bagaimana pelaksanaan parate 

executie berdasarkan Pasal 6 UUHT di KPKNL Yogyakarta, dalam menyelesaikan 

kredit bermasalah mulai dari prosedur dan kesesuaian dengan UUHT, lalu apa saja 

syarat KPKNL Yogyakarta menerima permohonan parate executie tanpa fiat/ perintah 

dari pengadilan negeri, kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa KPKNL Yogyakarta 

dalam melakukan parate executie sudah sesuai dengan berpedoman pada UUHT, 

                                                           
7
 Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Press, 

2009), hlm. 3. 
8
 M. Nur Cholis dengan judul “Analisis Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Gajah 

Mada), Tesis, 2014. 
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yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang akan penulis susun adalah terletak pada 

lanjutan dari penelitian tersebut, kalau tesis yang saudara Nur Cholis teliti hanya 

sebatas pelaksanaan parate eksekusi di KPKNL, tidak membahas adanya masalah 

ketika ada pihak ketiga. 

 Yordan Demesky yang berjudul “Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak 

Tanggungan Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Kredit Bermasalah di PT. Bank 

Permata Tbk.“.
9
 Tesis  yang disusun saudara Yordan ini berfokus pada kendala dalam 

pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Permata 

Tbk., namun parate eksekusi Hak Tanggungan ini dapat berperan dengan baik dalam 

menurunkan jumlah kredit bermasalah di PT. Bank Permata Tbk. Walaupun di 

dalamnya juga membahas tentang pelaksanaan parate executie Hak Tanggungan 

namun berbeda dengan pelaksanaan parate executie yang dimaksud dalam skripsi 

yang akan penulis angkat, karena konteks dari skripsi saudara Yordan di atas adalah 

paraete executie alternative menyelesaikan kredit bermasalah, sedangkan di dalam 

skripsi yang akan penulis angkat dalam konteks masalah ketika ada pihak ketiga 

dalam parate eksekusi.  

R. N. Abdelina H. yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan 

Parate Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

                                                           
9
 Yordan Demesky, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif  

Penyelesaian  Kredit Bermasalah di PT. Bank Permata Tbk”, (Jakarta: Universitas Indonesia), Tesis, 

2011. 
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1996”.
 10

 Fokus masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Kekuatan Mengikat 

Atas Janji-Janji Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Bagaimana Pelaksanaan Parate Eksekusi 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 serta Hambatan-Hambatan Apa Saja 

Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Dalam Hak 

Tanggungan, walaupun dalam skripsi Abdelina menyinggung tentang pelaksanaan 

parate executie dan hambatan, namun berbeda dengan skripsi yang akan penulis akan 

angkat, perbedaannya adalah di dalam skripsi yang saudari Abdelina ini tidak 

membahas ketika ada pihak ketiga dalam pelaksanaan parate eksekusi. Maka skripsi 

yang akan disusun penulis ini akan mengkajinya secara khusus di KPKNL 

Yogyakarta, yang tentunya akan menghasilkan analisis yang berbeda.  

Andrew Tato Kamba dengan judul “Tinjauan Yuridis Ketentuan Parate 

Executie Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Fiat Pengadilan”.
11

 Skripsi ini 

lebih focus pada pengaturan yuridis parate eksekusi hak tanggungan dan tidak 

memiliki obyek tempat kajian sedangkan skripsi yang akan penulis susun adalah 

terhadap pelaksanaan parate eksekusi terhadap adanya perlawanan pihak ketiga dan 

penulis memiliki sasaran tempat kajian khususnya di KPKNL Yogyakarta. 

                                                           
10

 R.N. Abdelina H., “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak 

Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996”, (Sumatra Utara: Universitas 

Sumatera Utara), Skripsi, 2011. 
11

 Andrew Tato Kamba, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Parate Executie Hak Tanggungan 

Dalam Kaitannya Dengan Fiat Pengadilan”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), Skripsi, 2012. 
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Andi Dewi Purnamasari dengan judul “Parate Eksekusi Hak Tanggungan 

Melalui Pengadilan Negeri”
12

 Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu pada parate 

eksekusi yang tidak perlu lagi melalui pengadilan berdasarkan Undang-undang No. 4 

Tahun 1996, tetapi dapat dilakukan melalui dengan kekuasaan sendiri sebagai 

pemegang hak tanggungan. Perbedaan dalam dalam tulisan yang akan penulis angkat, 

yaitu pada pelaksanaan parate eksekusi dengan adanya verzet pihak ketiga sedangkan 

pada tulisan saudari Andi Dewi membahas pengatturan parate eksekusi pada UUHT, 

dan obyek penelitian dari saudari Andi Dewi juga berbeda yaitu pada Pengadilan 

Makassar. 

Pembahasan dalam skripsi ini bukan merupakan yang pertama kalinya, 

melainkan sudah banyak skripsi lain yang membahas tema yang hamper sama dengan 

skripsi yang akan penulis susun, diantaranya diantaranya seperti apa yang telah 

penyusun uraikan di dalam telaah pustaka di atas. Dari beberapa penelitian tersebut 

penyusun mencoba menguraikan tentang skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN 

PARATE EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ATAS ADANYA 

PERLAWANAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN 

NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA (Risalah Lelang Nomor 

30/2012)”., karena sejauh pengetahuan penulis belum ada skripsi yang membahas 

secara rinci mengenai penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Karena itu penulis 

                                                           
12

 Andi Dewi Purnamasari, “ Parate Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri”, 

(Makassar: Universitas Hasanuddin), Skripsi, 2014. 
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tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan 

harapan hasil dari penulisan tersebut dapat menambah wawasan khususnya bagi 

penulis dan para akademisi lainnya. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigm 

yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk 

merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan satu 

atau sejumlah teori yang paling relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu 

bangunan teori yang utuh.
13

  

Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa teori diantaranya : 

 

1. Parate Eksekusi menurut UUHT 

Istilah parate eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, secara etimologis berasal dari kata “paraat” artinya siap ditangan, 

sehingga parate executie dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan. 

Menurut kamus hukum, parate executie mempunyai arti pelaksanaan yang langsung 

tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim). 

 “parate executie” menurut Subekti adalah : menjalankan sendiri atau 

mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, 

                                                           
13

 Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Press, 

2009), hlm. 4. 
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yang dirujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang 

tersebut.
14

  

Sedangkan “parate executie” menurut Pasal 6 UUHT, menyebutkan:  

“Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut”
15

. 

 

atau dengan perkataan lain, parate executie dilaksanakan tanpa menerima fiat 

eksekusi atau ijin dari Pengadilan Negeri. Dan unsur-unsur yang terjalin menjadi 

esensi dalam Pasal 6 UUHT tersebut, adalah
16

: 

a. Debitur cidera janji; 

b. Kreditur pemegang hak tanggungan pertama diberi hak; 

c. Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri; 

d. Syarat penjualan melalui pelelangan umum; 

e. Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

f. Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 UUHT menunjukkan ada 2 hal yang 

penting manakala debitur wanprestasi, yaitu peralihan hak dan pelaksanaan hak bagi 

kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama. Substansi Pasal 6 UUHT yang tidak 

boleh dikatakan pengadopsian dari B.W., dapat dikatakan mirip dengan Pasal 1178 

ayat (2) B.W.. Hanya saja persamaan dan perbedaan antara Pasal 6 UUHT dengan 

                                                           
14

 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum.., hlm. 196  
15

 Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
16

 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum.., hlm. 199  
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Pasal 1178 ayat (2) B.W., persamaannya kedua-duanya mengatur tentang “menjual” 

benda jaminan di muka umum, tetapi perbedaannya, dalam Pasal 6 UUHT mengatur 

tentang “menjual atas kekuasaan sendiri”, sedangkan Pasal 1178 ayat (2) B.W. 

mengatur tentang “dikuasakan untuk menjual”. 

 

2. Hak Tanggungan 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 disebutkan 

pengertian hak tanggungan yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah
17

: 

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok agraria berikut benda-benda lain yang merupakan satu-

kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lainnya” 

 

Esensi dari definisi hak tanggungan yang disajikan oleh UUHT adalah pada 

pengutamaan terhadap kreditur preferent. Memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya, lazimnya disebut droit de 

preferent.  

Subyek hak tanggungan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 UUHT: 

1. pemberi hak tanggungan 

pemberi hak tanggungan dapat perorangan atau badan hukum, yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan. 

2. pemegang hak tanggungan 

                                                           
17

 Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  
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pemegang hak tanggungan terdiri dari perorangan atau badan hkum yang 

berkedudukan sebagai pihak berpiutang, biasanya dalam praktek disebut dengan 

debitur. 

Adapun obyek dari hak tanggungan yang termuat dalam pasal 4 sampai 

dengan 7 meliputi:
18

 

1. hak milik 

2. hak guna usaha 

3. hak guna banngunan 

4. hak pakai, baik hak milik maupun hak atas negara 

5. hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada 

atau yang akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan 

merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya 

dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang 

bersangkutan.   

Hak Tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika 

diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
19

 Dengan sifatnya 

yang tidak dapat dibagi-bagi, maka Hak Tanggungan akan membebani secara utuh 

                                                           
18

 H. Salim, Perkembangan Hukum.., hlm. 105 
19

  Pasal 2 angka 2 UUHT menjelaskan “Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada 

beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang 

besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak 

Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak 

Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang 

belum dilunasi”. 
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obyek Hak Tanggungan. Artinya,apabila hutang (kredit) yang dijamin pelunasannya 

dengan Hak Tanggungan baru dilunasi sebagian,maka Hak Tanggungan tetap 

membebani seluruh obyek Hak Tanggungan. Klausula “kecuali jika diperjanjikan 

dalam APHT” dalam Pasal 2 UUHT,dicantumkan dengan maksud untuk menampung 

kebutuhan perkembangan dunia perbankan, khususnya kegiatan perkreditan. Dengan 

manggunakan klausula tersebut, sifat tidak dapat dibagi-bagi dari Hak Tanggungan 

dapat disimpangi. 

3. Teori Jaminan 

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat 

diartikan sebagai tanggungan. Tanggungan yang dimaksud disini aadalah tanggungan 

atas segala perikatan seseorang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 

KUHPerdata yang menegaskan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang baik yang 

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. 

Rachmadi Usman memberikan pengertian jaminan sebagai suatu sarana perlindungan 

keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atas pelaksanaan 

suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.
20

 

Obyek kajian pada hukum jaminan di bagi menjadi 2 macam, yaitu obyek 

materil dan obyek forma. Obyek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dihadikan 

sasaran dalam penyelidikannya. Obyek materiil hukum jaminan adalah manusia. 

                                                           
20

 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), hlm. 61 
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Obyek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap obyek materiilnya. Jadi obyek 

forma hukum jaminan adalah bagaimana subyek hukum dapat membebankan 

jaminannya pada lembaga perbankkan atau lembaga keuangan nonbank.  

Jaminan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi jaminan perorangan dan 

jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kreditur suatu 

kedudukan yang lebih baik karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat 

ditagih. Sedangkan jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kreditur 

kedudukan yang lebih baik karena kreditur dapat mengambil pelunasan atas 

tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu yang dijadikan obyek jaminan. 

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu : jaminan 

kebendaan dengan benda berwujud dan jaminan kebendaan tak berwujud. Jaminan 

kebendaan dengan benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan atau benda tidak 

bergerak. Contoh obyek jaminan kebendaan berwujud berupa benda tidak bergerak 

adalah tanah dan banguan yang diikat melalui  lembaga jaminan Hak Tanggungan 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak 

Tanggungan).
21

 

 
4. Teori Wanprestasi 

 Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak 

dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak 

                                                           
21

 H. Salim, Perkembangan Hukum ., hlm. 8. 
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tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian 

ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Istilah wanprestasi terdapat 

di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain 

sebagainya namun ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah 

“wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi 

tersebut. 

 Prof. R. Subekti S.H. mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah 

kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
22

 

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan. 

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu 

prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai 

isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah 

“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan janji untuk wanprestasi”
23

. Uraian di 

atas dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan 

bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi 

                                                           
22 R. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan ke-II, (Jakarta: PT. Intermasa,  1970), hlm. 50 
23

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, 1960), hlm 17 
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sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu  pedoman penelitian 

yaitu disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu melukiskan sesuatu 

dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan 

menganalisis sampai menyusun laporan. 

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan 

pengamatan, observasi secara langsung terhadap KPKNL Yogyakarta 

terkait pelaksanaan parate executie. Selain itu penulis juga didukung 

dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan meneliti 

berbagai dokumen atau litertur yang berkaitan dengan penelitian. 

 

2. Sifat Penelitian 
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu metode ini digunakan untuk 

mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, 

terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.
24

   

3. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari hasil 

penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada 

obyek yang diteliti atau wawancara.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri 

dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat 

yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi: 

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur yang 

                                                           
24

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,  (Bandung: Citra Aditya bakti, 

2004), hlm. 134. 



20 
 

berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah yang 

khususnya membahas dengan masalah yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukuk sekunder.
25

 Adapun petunjuk yang dipakai dalam bahan  

hukum  tersier dapat berupa: 

(a) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa 

(b) Ensiklopedia  

(c) Internet 

(d) Surat Kabar 

 

 

4. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, penulis mengambil lokasi di KPKNL Yogyakarta yang menangani 

lelang tersebut. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

                                                           
25

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Cetakan keenam, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 32 
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a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu maslah dengan 

menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen 

maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut. 

b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap 

fenomena yang terjadi pada obyek penelitian. Dalam hal ini penulis 

akan  mengamati obyek dari penelitian ini yaitu KPKNL Yogyakarta. 

c. Wawancara atau  interview digunakan untuk memperoleh data dari 

narasumber guna memperoleh keterangan dan mengetahui informasi 

serta tanggapan dari narasumber mengenai permasalahan ini. 

Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa  

pernyataan dan keterangan seputar permasalahan yang diteliti.  

  Adapun perencanaan yang menjadi obyek interview dalam 

penulisan skripsi ini adalah yaitu : 

1. Staff dari Divisi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta. 

2. Kreditur dan Debitur yang bersengketa dalam Nomor Perkara 

83/Pdt.Plw/2014/PN.SMN. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun ssecara sistemis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan 

informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif analisis. 
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Data yang telah terkumpul kemudian dilaporkan dengan apa adanya dan 

diambil kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahas dalam 

penyusunan  penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub 

pembahasan, sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, berisi suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan dari 

masalah yanga ada pada latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi 

tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti serta kegunaannya. Kemudian telaah 

pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitian ini terhadap peneliti lain. 

Kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang  hukum serta  pemikiran 

para ahli terkait penelitian. Metode penelitian dan sistematika pembahasan  yang 

merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti. 

Bab kedua, merupakan   tinjaun teoritik terkait pelaksanaan parate executie, 

hak dan kewajiban pelanggan, serta hal-hal yang berhubungan terkait permasalahan 

KPKNL. 

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran secara umum dan terperinci 

terkait dengan  KPKNL Yogyakarta  mengenai latar belakang dan tujuan lembaga, 

visi dan misi, profil umum serta kedudukan KPKNL. 
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Bab keempat, di dalam bab ini penyusun memaparkan hasil penelitian 

dengan cara analisis data-data yang didapat penyusun dan mengkorelasikan dengan 

referensi literatur - literatur yang terkait dengan tema penelitian. 

Bab kelima, merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dari 

analisis bab –bab diatas secara sederhana dan sistematis, serta menguraikan 

kesimpulan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan bagi 

penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tentang pelaksanaan parate eksekusi obyek hak 

tanggungan atas adanya pihak ketiga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Penyelesaian masalah pelaksanaan parate eksekusi atas adanya perlawanan 

pihak ketiga dalam Risalah Lelang Nomor 30/2012, dapat ditempuh dengan dua 

strategi: 1) Melalui Jalur Non Litigasi yaitu melalui perundingan kembali antara 

kreditur dan debitur dengan cara Reschedulling/penjadwalan kembali, 

Reconditioning/usaha dengan cara mengubah sebagian/seluruh kondisi (persyaratan) 

yang semula disepakati bersama, dan Recstructing/mengubah komposisi pembiayaan 

yang mendasari pemberian kredit. 2) Melalui Jalur Litigasi yaitu dengan mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri dimana penyeleseiannya melalui jalur persidangan 

seperti pelelangan Risalah Nomor 30/2012 tidak dapat melakukan lelang  dengan 

jalur parate eksekusi karena adanya gangguan dari pihak ketiga, maka pelelangan 

tersebut berdasarkan titel eksekutorial dimana memerlukan fiat eksekusi dari 

pengadilan.. 
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B. SARAN 

1. Hendaklah para kreditur dalam membuat perjanjian lebih berhati-hati dengan 

tidak menerima kredit jika bukan atas nama barang yang diagunkan itu 

sendiri, karena ini membuat lemah dari perlindungan hukum kreditur tersebut. 

2. Hendaklah pada pejabat yang berwenang, untuk mengkaji ulang Undang-

Undang Hak Tanggungan khususnya Pasal 6 tentang menjual dengan 

kekuasaan sendiri, karena masih banyak kerancuan dan perlindungan terhadap 

kreditur juga masih sangat rentan. 
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